GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/ 210 /A5 /HK /2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA KANTOR
BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP
{ SAMSAT ) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

Menimbang

Mengingat

2% 1

GUBERNUR LAMPUNG,

. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penerimaan

daerah dari sektor pajak khususnya dari pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-
KB) vang dilaksanakan pada Kantor Bersama Samsat Provinsi
Lampung, perlu melakukan pembinaan terhadap aparatur yang
bertugas pada Kantor Samsat ;

. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar

pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya
guna dan berhasil guna dipandang periu membentuk Tim
Pembina Pemungutan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat dan
menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Lampung;

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom ;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000
tentang Pembentukan QOrganisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi
Lampung :



Memperhatikan

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002

tentang Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB );

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002

tentang Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor ( BBN-KB );

10.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004

tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004 -2009 ;

12.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 41 Tahun 2005

e B

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2005.

Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : ins/ 03/ W/ X/ 1999,
Nomor : 29 Tahun 1999 dan Nomor ; 6/ IMK 014/ 1999 tanggal 11
Oktober 1999 tentang  Pelaksanaan Sistem Administrasi
Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan
Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba
Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Ballkk Nama Kendaraan Bermotor serta
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik
Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja ( Persero )
Nomor : Skep/ 06 / X / 1999, Nomor : 973 / 1228 dan Nomor :
Skep / 02/ X / 1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Pedoman
Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu
Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,
Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda WNomor
Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan;

Keputusan Gubernur Lampung Nomer 08 Tahun 2005 tanggal 22
Februari 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005;



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

5. Keputusan Gubernur Lampung Nomeor G/ 019/ B.VI/ HK/ 2005
tentang Penunjukan Penanggungjawab Penggunaan Anggaran
dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran
2005;

6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/ 087 / BVl HK/ 2005
tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK )
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN:

: Membentuk Tim Pembina Pemungutan Pajak Daerah pada Kantor

Bersama Samsat Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan Susunan
Personalla sebagaimana tercantum dalam fampiran Keputusan inf,

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. Melakukan upaya — upaya dalam rangka peningkatan pelayanan
kepada masyarakat.

b. Melakukan pembinaan kepada aparatur dalam pelaksanaan
tugas pada Kantor Bersama Samsat.

c. Melakukan pembinaan kepada para aparat pelaksana
pemungutan pajak dalam rangka peningkatan penerimaan dari
sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor.,

Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum
Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala dan
bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen
Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) Dinas Pendapatan Provinsi
Lampung, Kode Rekening : 2.01.05.2.01.001.001.



KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Ketua Tim.

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampal

dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian
hari termyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
padatangal 25 -5 - 2005

GUBERNUR LAMPUNG;,
dto

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1.

NGB WN

Menteri Dalam Negeri, up., Ka Direktorat Pendapatan

Dan Keuangan Daerah di Jakarta.

Kapolda Lampung di Bandar Lampung.

Ka Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

Himpunan Keputusan



